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Keiari GandengBPK
NEGARA - Tim PenYidik Ke-

iaksaan Negeri (Kejari) Negara
mengganden g Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) gurn mengusut
nrnms dugaan koruPsi Perjalanan
dinas di lingkungan Pemkab Jem-
brana. Kerjasarna ini dilakukan
untuk mengungkaP beraPa besar

kerugian negara akibat kasus
tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

NeFara Anton Delianto melalui
raii Pidana Khusus (Pidsus)
Suhadi, lumal (2616) kemarin
mengatakan hal itu saat dikonfir-
masi wartawan. Ia mengatakan,
kerjasama ini diseaPakati saat

dilah*an gelar Perkara kasus ko-

rupsi perialanaq dinas di DenPas-
ar.famis (2516) kemarin. Dalam
gelar perkara tetsebut disepakati
[erj asama antala kedua lembaga
untuk menunt4skan kasus Yang
sudah mulai diusut sejak beber-
apatahturlaluifu.

"Kami memitlta bantuan BPK
untuk melakufan audit inves-
tigasi terhadap kasus koruPsi
perjalanan dirris tersebut Audit
ini dilahkan khusus untuk rrie-
iemukan bera$a besar kerugian
negara akibat l$sus tersebut Se-

Iama ini predik{i kerugian negara

mencapai sekitdr RP 600 juta' kaa
Suhadikemarin-.

Menurut dia kerugian sebesar

itu baru meruPakan Prediksi
sesuai dengan angka kerugian
hasil audit umum Yang dilahrkan
BPK bebempa tahun lalu' IGrena
temuan tersebut berasal hasil au-

dit umrurq.* pihakkejaksaan ingin
amrBPKmelahrkan audit irwesti-

msi. Oan na itu zudah disePakati
lutettu pihak BPK sudah men-

yatakan kesangguPannYa untuk
membantu Kejari Negara.

Terkait desakan tersangka ka-
sus korupsi perjalanan dinas, I
Gede Winasa kepada PenYidik
Kejari Negara untuk mengu-
sut kasus 63 tiket Palsu Yang
digunakan dalam Pertgnggu-
ngjawaban kasus Perjalanan

dinas, Suhadi mengaku akan
menyelidikinya. Namun hing-
ga saat ini pihakrrYa belum me-
nemukan keterlibatan Pihak
lain dalam kasus ini. Jadi, un-
tuk sementara penYidik Keiari
Negara baru menetaPkan satu
nama sebagai tersangka, Yakni
I Gede Winasa. (don/gup)

Keru Dinas,
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Pemkab Tabanan Siaplalankan PR dari BPK
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BANYAK pR : Bupati Ni putu Eka Wiryastuti saat pembacaan tanggopan das pandangn umum fraksi dalam sidang Paripuma di DPRD Tabanan' Kamls (25/6)'

medyangkut pelayarlan Publik.
Misalkan menyangkut soal SilPa
(sisa lebih pagg anggaran) yang
nilainya mencapai Rp 121,3 mil-
iar. Sesuai jawabanbuPati, hal itu
disebabkan adanya pelampauan
penerimaan sebesar RP 49 miliar
lebih di samping adanYa sisa
dana sertifikasi sebesar RP 3l
miliar lebih, sisa kegiatan DAK
sebesarRp II milyarlebih. "Serta
penghematan belanja sebesar RP

30 miliar lebihj' imbuhnYa.
Demikian halnya menyang-

kut pembangunan infrastruktur
khususnya jalan kabuPaten, sam-
bungnya, dalam beberaPa tahun
terakhir pihahrya sudah memPri-
oritaskan peningkatan kwalitas
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Sidang Paripurna
DPRD Tabanan

TABANAN - Tuntutan agar Pem-
kab Tabanan meningkatkan ki-
nerjanya dalam hal Pengelolaan
keuangan daerah, sePerti disam-
paikan DPRD setempat dalam
sidang paripuma pada Rabu (24l6)

Ialu, disambut hangat BuPati Ni

Putu Eka Wiryastuti' Dorongan
tersebut dianggap sebagai s up po r t
baei pihalova untuk terus berben-
an'airi aaam hal Yang ditekankan
Dewan Thbanan. Hal itu diungkaP-
kan Bupati Eka dalam sidang Pari-
puma dengan agenda Pembacaan
ianggapan bupati atas Pandangan

umum fraksi, Kamis lalu (25/6).
Diakui Bupati Eka, meski di ta-

hun ini Pemkab Tabanan meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), sejumlah Pekerjaan ru-
mah (PR) masih perlu dikerjakan.
Khususnya yang berkaitan dengan
beberapa catatan yang direkomen-
dasikan Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) untuk dibenahi. "Sesuai
dengan komitrnen kita, prestasi ini
(WTP) tidak boleh membuat kita
cepat puas diri," ujar BuPati Eka.

Bupati Eka juga semPat
menanggapi sejumlah saran
dan pertanyaan Yang semPat
disampaikan beberaPa fraksi.
Baik yang berkaitan dengan
pengelolaan anggaran hingga
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jalan dengan menggunakan ma-
terial hotmix. "Namun mengingat
keterbatasa dana, jalan kabupaten
yang mampu tertangani sejauh ini
hampir 32 perseni' ujamya.

Kendati demikian, komitmen
untuk meningkatkan kwalitas
jalan tetap menjadi salah satu
prioritas program pembangunan
pihaknya. Sehingga pihaknya be-
rupaya menyiasati keterbatasan
anggaran dengan menggulirkan
program Gerbang Indah Serasi
(GIS). Khususnya untuk pemba-
ngunan jalan desa. "Kami men-
coba memadukannya dengan
program GIS yang rohnya mer-
upakan Tri Sakti yakni gotong
royongi' jelasnya. (gin/han)
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TunggakanTembus

Rp 2,5Miliar
Pajak di Karangasem,
Rp 800 Iuta Hilang
AMLAPURA- Dinas Pendapatan Ka-

rangasem mencatat tunggakan pajak
hingga akhir bulan ini; mencapai Rp
2,5 miliar. Tunggakan itu berasal dari
berbagai wajib pajak. Paling tinggi
adalah pajakhotel dan restoran. Kepala
Dinas Pendapatan Karangasem Nengah
Toya menyebutkan, tunggakan pajak
itu menjadi hal biasa di Karangasem.

Pasti ada tunggakan dari wajib pajak,
tiap tahunnya. "Kan biasa, ada yang be-
lum bisa bayar tahun ini, dibayar tahun
depan. |adinya kena denda. Selama wa-
jib pajaknya masih ada, tidak masalah,"
tegas Toya. Hanya saja, dari jumlah
tunggakan itu, sekitar Rp 800 juta sudah
dipastikan hilang tidak bisa ditagih.
Karena, wajib pajak sudah menghilang,
lantaran perusahaannya sudah tutup,
atau peralihan kepemilikan. Ketika
ada seperti itu, pemerintah tegas dia,
tidak bisa membebankan tunggakan itu
kepada manajemen baru. Hanya saja
Toya tak merirtci jumlah wajib pajak
yang masih memiliki tunggakan dan
tidak bisa ditagih. Pihaknya sebatas
menyebut beberapa perusahaan yang
bangkrut sehingga tidak melunasi
hutangnya. Misalnya, Hotel Balina
di Buitan (Manggis), dan Hotel Indra
Udayana di Bunutan (Abang). "Karena
wajib sudah hilang, makanya tung-
gakan tidak bisa dilunasi. lumlahnya

sekitar Rp Q00 juta, hilang," sebut Toya.
T\mggakan yang tidak bisa ditagih itu,

sudah teriadi sejak lama, atau sebelum
dirinya menjabat selaku Kepala Dinas
Pendapatan, tahun 2013 lalu. Sehingga,
dia mengaku tak tahu pasti, hingga perusa-
haanwajib pajakbangkrut, dan pajaktidak
dilunasi. Padahal, sudah ada mekanisme
agar wajib ilajak melunasi hutangnya.
Misalnya diberikan teguan hingga surat
paltsa "Pajak yang sudah tak bisa ditagh
itu, bisa dibilang tunggakan karatanl tan-
das Toy4 ditemui lumat (26 / 6).

Tirnggakan pajak yang sudah tak bisa
ditagih itu, tetap masuk daftar piutang
pajak di Dinas Pendapatan. Bahkan,
beberapa kali sempat jadi temuam BpK
(Badan Perneriksa Keungan). Namun,
setelah dilaporkan kondisi riilnya, tung-
gakan itu bethenti iadi temuan BPK. Agar
tidak terus menjadi catatan tunggakan,
Pemkab Karangasen berencana melaku-
kan penghapusan. Namun belum ada
regulasi untuk itu. Pemkab Karangasem,
sudah sempat berkoordinasi ke pemerin-
tah pusat, agar bisa menghapus tungga-
kan yang tidak mungkin bisa ditagih itu.
Dan, disarapkan membuat regulasi di,
daerah. Curpa, hingga saat ini, Pemkab
Karangasemf belum menelurkan reguladi
unruk bisa nienghapus tunggakan terse;
but. "Karena merlyangkut penghapusan,
kami masih berpikir ke depannya. Iangafr
sampai, menghapusan itu membuat wa-
jib pajak laiqnya tidak bayar pajak Biar
tidak bahas[, toh juga akan dihapusi
pungkas Toya. (wan/gup)
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